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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 37, /2023

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Barito Selatan, perlu
dilakukan percepatan pembangunan melalui Program
Percepatan Pembangunan Proyek Strategis;

bahwa dalam rangka implementasi Program
Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah
Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan Proyek
Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan
tentang Penetapan Proyek  Strategis Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

T Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Pedoman  Pelaporan  dan Pengisian ~ Dokumen
Kelengkapan Capaian  Aksi Pencegahan  Korupsi
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta _
Up. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
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